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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) dalam rangka efisiensi,
efektifitas, tranfaransi, persaingan sehat dan akuntabilitas
dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah perlu
dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai;

.bahwa untuk  menjamin kelancaran pengadaan

barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan
sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan
Pemerintah Daerah Luwu Utara, perlu untuk membentuk
dan mengangkat petugas Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Pengangkatan Petugas Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) dengan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan - Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik {(LPSE);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179};

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
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Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010
tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara, sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun
2012 tentang perubahan atas Paraturan Bupati Luwu
Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang pembentukan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)} Kabupaten
Luwu Utara;

15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia
barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem e-
Procurement (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2011 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 {Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor
34).

MEMUTUSKAN :

: Mengangkat Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) sebagai pengelola Layanan Pengadaan Secara
Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

: Pertugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

a. memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Luwu
Utara;

b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi,
ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap
program kegiatan, administrasi dan sumber daya di
lingkungan LPSE;

c. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE dengan
lembaga terkait;



d. penyelenggaraan  ketatausahaan dan pengelolaan
administrasi umum untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;

e. mengoperasikan Sistem Pengadaan Secaa Elektronik (SPSE)
dan memastikan sistem dan server LPSE Luwu Utara tetap
aktif dan berfungsi secara baik ;

f. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa
untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi
persyaratan yang berlaku;

g. melakukan pelatihan/training kepada panitia lelang dan
penyedia barang/jasa untuk menguasai aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan

h. sebagai Help Desk yang menyediakan layanan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bagi penyedia
barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti
tahapan lelang secara elektronik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannyakannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu
Utara Tahun Anggaran 2014 dengan kode rekening
1.25.1.07.01.15.05.5.2.1

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Jam=rl 2014
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala LKPP Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;

3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;

4. Kepala BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba.
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JABATAN DALAM
NO NAMA /NIP ergsgm INSTANSI
1 | Syahruddin, S.IP Kepala LPSE Kabid Komunikasi
19720624 199202 1 001 dan Informatika
2 | Nirwan Sakir, S.Kom Sekretaris LPSE Kasi Aplikasi
19760211 200604 1 011 Telematika
3 | Dahliah, SE Koordinator Unit Registrasi Staf
19801230 200901 2 001 | dan Verifikasi
4 | Asmuin Koordinator Unit Administrasi | Staf
19840527 201001 1 002 Sistem Elektronik
S | Rahwan, ST Koordinator Unit Layanan dan | Staf
19780926 201101 1 002 Dukungan
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